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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG            PETIKAN   PUTUSAN  
Tanggal  :   9 Maret 2022

Nomor     : 704/Pid.Sus/2021/PN B  lb  .  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili Perkara-perkara Pidana
Biasa  dalam tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Suherlan Alias Elan
Tempat lahir : Garut
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Andir RT.03 RW.12 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka

Kabupaten Bandung dan / atau Dusun Cicabe Legok RT.01 RW.09
Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
dan / atau Kampung Seke Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung
Kabupaten Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Memperhatikan,  Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke empat atas
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang RI Nomor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suherlan Alias Elan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana  “Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherlan Alias Elan oleh karena itu dengan pidana
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 x Rp. 4.310.833.545,- (empat milyar
tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) =
Rp. 8.621.667.090,- (delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh
tujuh ribu sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda
tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan  setelah putusan Pengadilan ini telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk  membayar  denda  tersebut  dan  jika  terdakwa  tidak  mempunyai  harta  benda  yang
mencukupi  untuk membayar denda tersebut,  maka Terdakwa dijatuhi  hukuman kurungan
pengganti denda selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Laptop merk Acer ;
2) 1 (satu) buah flasdisk bertuliskan hidroflex ;
3) 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 gb warna putih ;
4) 1 (satu) buah modem merk Huawei warna putih dengan kartu Simpati ;
5) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket Kilat Khusus PT. Pos Indonesia

tanggal 09 April 2019 ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6) 2 (dua) lembar bukti setoran pajak Bank BNI an. PUSPA INDAH KARYA ;
7) 1 (satu) fotokopi akta nikah an. ARIS SUDIRMAN dengan EMMAWATI, fotokopi KTP  an.

ARIS SUDIRMAN ,  fotokopi KTP an.  EMMAWATI dan fotokopi Kartu Keluarga nomor
3204250704080040 ;

8) 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli nomor 477/2011 Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH.,
M.Kn  ;

9) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak / NPWP an. PT. LINTAS SAGARA ENERGI ;
10) 1 (satu) set asli berkas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) an. PT. LINTAS SAGARA

ENERGI ;
11) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik an. PT. LINTAS SAGARA ENERGI;
12) 1 (satu) set Print Out Masa PPN an. . PT. LINTAS SAGARA ENERGI (2018-2019) ;
13) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak / NPWP an. PT. SARANA PULUMAS JAYA ;
14) 1  (satu)  set  asli  berkas  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  an.  PT.  SARANA

PULUMAS JAYA ;
15) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik an. PT. SARANA PULUMAS JAYA;
16) 1 (satu) bundle asli ringkasan pengawasan Wajib Pajak an. PT. SARANA PULUMAS JAYA ;
17) 1 (satu) buah Compact Disc berisi data elektronik preview detil SPT masa PPN dan detil

faktur pajak an. PT. SARANA PULUMAS JAYA (2018-2019) ;
18) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak / NPWP an. PT. PUSPA INDAH KARYA ;
19) 1 (satu) set asli berkas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) an. PT. PUSPA INDAH

KARYA ;
20) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik an. PT. PUSPA INDAH KARYA ;
21) 1 (satu) buah Compact Disc berisi file pas foto pendaftaran sertifikat elektronik PT. PUSPA

INDAH KARYA ;
22) 1 (satu) set Print Out Company Profile PT. PUSPA INDAH KARYA ;
23) 1 (satu) set asli laporan visit thd PT. PUSPA INDAH KARYA ;
24) 1 (satu) set fotokopi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan) thd PT.

PUSPA INDAH KARYA ;
25) 1 (satu) set print out SIDJP tentang profil pelaopran SPT PPN an. PT. PUSPA INDAH KARYA.
No. urut 1 sampai dengan 25, dikembalikan kepada Penyidik PPNS.

5. Membebankan  kepada  Terdakwa untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan Negeri  Bale
Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh kami Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai
Hakim Ketua,  Kusman,  S.H.,M.H. dan  Nurhayati  Nasution,  S.H.,M.H., masing-masing  sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari  Rabu,  tanggal  9 Maret 2022, dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  Lina
Marlina,  SH. Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  tersebut,  yang dihadiri  oleh  Aisha
Paramita Akbari, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan
Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

1  .   Kusman, SH.,MH.  

Hakim Ketua

Idi Il Amin  , SH.  ,MH.  

2.   Nurhayati Nasution, SH.,MH.  Panitera Pengganti,

Lina Marlina  , SH.  
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